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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Perbatasan Antara Pemerintah
Kota Dumai dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Pengelolaan barang milik daerah adalah salah satu penjabaran pelaksanaan

NIinYiw Zidio yeH @

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yang menjadi

n

t?fljntutan masyarakat yaitu terwujudnya suatu sistem pengelolaan kekayaan aset
cgerah yang memadai, transparan, dan akuntabel. Barang Milik Daerah
ﬁerupakan sesuatu yang sangat penting dalam pengelolaan kekayaan atau
keuangan daerah. *

Salah satu bentuk dari otonomi daerah adalah adanya pemekaran daerah.
Pemekaran daerah merupakan pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten
atau kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru, atau penggabungan bagian
dc%erah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu
dgi:erah baru. Sebagaimana yang tertera pada Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang
I\Ej_ﬁhz.)mor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemekaran daerah

érupakan salah satu wujud upaya dari pemerintah untuk dapat melaksanakan

N1

isiensi dalam penyelenggaraan negara disebabkan oleh luasnya wilayah Negara

28U

e
Igesatuan Republik Indonesia.*®
e

Pemekaran daerah dapat dipahami sebagai bentuk pembagian kewenangan

S Jo

=
ad@ministratif dari satu wilayah menjadi dua wilayah atau beberapa wilayah.

AB ue

£mbagian tersebut dapat berupa dari satu Provinsi menjadi satu Provinsi baru

*8 Dadang Suwanda dan Yudi Rusfiana, Op. cit., h.4.
* Muhammad Hafidz Ramadhani, loc. cit.
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@

agau Provinsi induk, sementara pada level Kabupaten terdiri dari beberapa bentuk
ot

%perti dari satu Kabupaten menjadi satu Kabupaten baru, dan Kabupaten induk,
ogri satu Kabupaten menjadi satu Kota baru dan Kabupaten induk, dan satu
I'{;_ébupaten menjadi dua Kabupaten baru dan satu Kabupaten induk. *° Kabupaten
%ngkalis dan Kota Dumai merupakan daerah pemekaran dari satu Kabupaten
iftluk menjadi Kota Baru.

»

%  Dalam setiap daerah pemekaran, tentunya memiliki batas-batas daerah.
@ilayah yang terletak pada batas antar daerah tersebut disebut daerah perbatasan.
[;:aerah perbatasan adalah, wilayah administrasi yang meliputi daerah-daerah yang
berbatasan langsung dengan wilayah administrasi lain yang berada pada ruang
lingkup NKRI. Pembangunan ke seluruh wilayah, telah diupayakan pelaksanaan
Otonomi Daerah (Otoda) dengan mempertimbangkan kemampuan pembangunan
daerah yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan pembangunan masih diperlukan
p_%rhatian yang lebih besar khususnya kepada daerah yang terbelakang, daerah

=]
yang padat, daerah transmigrasi, daerah terpencil dan daerah perbatasan. **

Salah satu badan hukum yang diberikan hak untuk dapat memiliki hak atas

Imaejs

t'?@ah negara yaitu Pemerintah Daerah. Dalam penyerahan hak aset daerah berupa

tgjﬁah/bangunan dalam daerah perbatasan diperlukan proses pemindahtanganan.
E%mindahtanganan menurut Pasal 1 Angka (40) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Iii}mor 19 Tahun 2016 adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
Fa_%mindahtanganan merupakan suatu tahapan penting dalam pelaksanaan

pfngalihan aset daerah berupa tanah/bangunan. Pemindahtanganan diharap

% |_ukman Santoso, loc. cit.
1 Aziz Budianta, loc. cit.
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@

rﬁemberikan kejelasan suatu aset daerah baik barang bergerak maupun barang
o

tgiak bergerak. pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan oleh pengelola
%rang milik daerah. pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan
bie}tanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah yang
@akukan oleh kelembagaan berupa instansi atau sumber daya manusia yang

rﬁ%ngelola barang milik daerah tersebut.*

w

5  Kota Dumai merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Pada

tgwggal 3 oktober 2006, telah disepakati bahwa kawasan sejarah Bukit Seludung
;asuk kedalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis namun tapal batas
lokasi pemekaran nya belum disahkan sehingga kepastian hukum mengenai Bukit
Seludung ini belum dapat diterbitkan. Pada tahun 2021, lokasi pemekaran di
sekitar Pelintung Kota Dumai dan Tanjung Leban Kabupaten Bengkalis akhirnya
ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2021
t@tang Batas Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai. Sejak
d%ahkannya peraturan tersebut pada 07 Oktober 2021, kawasan Pelintung telah
rg_asuk kedalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis. Maka, kawasan
séarah Bukit Seludung yang ada di daerah Pelintung telah sah masuk kedalam
Ig%pemilikan aset daerah  Kabupaten  Bengkalis dan  dibutuhkan

o
@'mindahtanganan.

Wilayah Bukit Seludung, merupakan lokasi yang cukup indah dengan

@[ng jo

beradaan batu yang ada diatas bukit seperti dalam hutan wisata dan banyak

u-batu yang bersejarah. Bukit Seludung terletak di Pelintung, Kecamatan

52 Rahmad Basuki, op.cit., h.12.
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@
@edang kampai. Wilayah Kecamatan Medang Kampai diatur dalam Pasal 4

=

Pératuran Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan
L=

—

Igbcamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai, yang terdiri dari
1243,00 Kmz2 yang meliputi wilayah sejumlah Kelurahan yaitu, Kelurahan Teluk
I\"ZEakmur, Kelurahan Mundam, Kelurahan Guntung, dan Kelurahan Pelintung.

Z
Ifg?ni, wilayah pelintung telah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bengkalis

v
sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 52 Tahun 2021

té}jwtang Batas Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai Provinsi Riau,
I\;aka, Bukit Seludung masuk kepada Wilayah Kabupaten Bengkalis. Sehingga,
dibutuhkan pemindahtanganan barang milik daerah.

Pembentukan Permendagri Nomor 52 Tahun 2021 tentang Batas Daerah
Kabupaten Bengkalis dengan Kota Dumai Provinsi Riau disebabkan oleh wilayah
yang terlalu luas sehingga dilakukan pemekaran untuk memudahkan pelayanan
agministrasi dengan pemisahan wilayah administrasi sehingga masing-masing
d%lerah semakin mudah dalam mengurus dirinya sendiri melalui mekanisme

7}

emekaran. Selain itu, pemekaran daerah ini juga diharapkan dapat memberikan

|

Iée:sempatan pada masing-masing daerah meningkatkan pelayanan publik dengan
Iét')ih optomal. Maka dari itu, disahkanlah peraturan ini dengan tujuan untuk
(E-émberikan kejelasan batas wilayah antara pemerintah Kota Dumai dengan
Igabupaten Bengkalis sehingga tidak menimbulkan konflik pada daerah
p%rbatasan.

& Pengertian pemindahtanganan menurut Pasal 1 Angka (40) Peraturan

1LIE

nteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
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@
E-srang Milik Daerah, Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang

=

Milik Daerah. Pemindahtanganan dilaksanakan oleh Pengelola barang milik
L=

—

rggara dengan beberapa tahapan sebagaimana yang tertera pada Pasal 9 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 :*

-~
= (1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelola
= barang milik daerah
f‘:” (2) Pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah sebagaimana
» dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab :
2 a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
3 b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan
B, barang milik daerah;
c c. Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang
milik daerah;
d. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik
daerah;
e. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang
memerlukan persetujuan DPRD;
f. Menyetujui usulan pemindahtanganan, pemusnahan, dan
penghapusan, barang milik daerah sesuai batas kewenangan;
g. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah
dan/atau bangunan; dan
h. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk
w kerja sama penyediaan infrastruktur.
=]
®  Pemindahtanganan diatur secara rinci pada Peraturan Menteri Dalam
I\'i_egeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(o1

mindahtanganan terdiri dari berbagai bentuk sebagaimana yang diatur dalam

I

Pasal 329 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

SI

seperti penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah

ng%na
=
QO
=

5% Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 9.
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©
5 Pemindahtanganan dilaksanakan oleh Pengelola barang milik negara
=
déngan beberapa tahapan sebagaimana yang tertera pada Pasal 9 Peraturan
L=
I\?}enteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 :>*
= (3) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelola
; barang milik daerah
= (4) Pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah sebagaimana
= dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab :
f‘:” i. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
» J- Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan
2 barang milik daerah;
3 k. Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang
B, milik daerah;
c I. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik
daerah;
m. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang
memerlukan persetujuan DPRD;
n. Menyetujui usulan pemindahtanganan, pemusnahan, dan
penghapusan, barang milik daerah sesuai batas kewenangan;
0. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah
dan/atau bangunan; dan
p. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk
kerja sama penyediaan infrastruktur.
¢n  Pada hakikatnya, penanggung jawab dari keseluruhan pengelolaan barang
=
milik daerah adalah kepala daerah yaitu Walikota Kota Dumai dan Bupati
Ig_abupaten Bengkalis, namun secara operasional dibantu oleh Sekretaris Daerah
I@ta Dumai dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dalam pengelolaan
b_‘g'rang milik daerah atau aset dari suatu daerah.
@
- Persetujuan  pemindahtanganan  diperlukan  dalam  penyelesaian

=
p@mindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan oleh pengelola barang
=1

rﬁlik daerah. Persetujuan pemindahtanganan diatur pada Pasal 331 Peraturan

% Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 9.
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@
lﬁenteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

=

Barang Milik Daerah: >

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah
mendapat persetujuan DPRD untuk :
a. Tanah dan/atau bangunan; atau
b. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.
5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

(2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a tidak
memerlukan persetujuan DPRD, apabila:

a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti
sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;

c. Diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang
bersangkutan

d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan

e. Dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan
ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya
dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

nely eYsng NIN M!iw ejd

Kawasan sejarah bukit Seludung lokasinya sudah terjadi perubahan
peruntukan untuk wilayah Kabupaten Bengkalis disebabkan pemekaran daerah

=]
dan tidak memerlukan persetujuan DPRD dikarenakan masuk kepada kategori

S

t§1ah/atau bangunan yang telah terjadi fungsi peruntukan wilayah. Hal ini diatur
déam Pasal 331 Ayat (2) huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
T;:jé'hun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah vyaitu
‘L‘iﬁémindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan

=
sgpagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) tidak memerlukan persetujuan

=1
II:_T_PRD apabila (a) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan

Kéta”. Penjelasan mengenai Pasal ini termaktub dalam pasal 332 Angka (1)

*Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 331.
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@
F%raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

=

Péngelolaan Barang Milik Daerah yaitu, “Tanah dan/atau bangunan yang sudah
o

—

thd}iak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota sebagaimana dimaksud
d;a}__'iam pasal 331 Ayat (2) huruf a, dimaksudkan bahwa lokasi tanah dan/atau

b%ngunan dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan
Z

@ayah”.

v

2 Selain itu, Kawasan Sejarah Bukit Seludung juga masuk ke dalam tanah

Pyl
gtau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum yaitu dalam bentuk
=

cagar budaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 331 Ayat (2) huruf d
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang mana kategorinya
disebutkan dalam Pasal 335 Angka (1) dan Angka (2) Huruf (r) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016:

(1) Tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi kepentingan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 Ayat (2) huruf d, adalah tanah
dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut
kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat
banyak/Bersama, dab/atau kepentingan pembangunan, termasuk
diantaranya kegiatan pemerintah daerah dalam lingkup persahabatan
antara negara lain atau masyarakat/Lembaga internasional.

(2) Kategori bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain sebagai berikut:

a. Jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan perundangan,
jalan tol, dan rel kereta api.
b. Saluran air minum/ atau air bersih dan/atau saluran pembuangan
air;
c. Waduk, bendungan, dan bangunan pengairan lainnya, termasuk
saluran irigasi;

Rumah sakit umum dan pusat Kesehatan masyarakat;

Pelabuhan bandar udara, stasiun kereta api, atau terminal;

Tempat ibadah;

Sekolah atau Lembaga Pendidikan non komersial;

Pasar umum;

Fasilitas pemakaman umum;

Fasilitas keselamatan umum

—mSae oo
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k. Sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi;
|. Sarana dan prasarana olahraga untuk umum;
m. Stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana pendukungnya
untuk lembaga penyiaran publik;
n. Kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing,
PBB, dan lembaga internasional di bawah naungan PBB;
0. Fasilitas TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai
dengan tugas dan fungsinya
Rumah susun sederhana
Tempat pembuangan sampah untuk umum;
Cagar alam dan cagar budaya;
Promosi budaya nasional;
Pertamanan untuk umum
Panti sosial
Lembaga pemasyarakatan; dan
. Pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi tenaga listrik termasuk
instalasi pendukungnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak
dapat terpisahkan.

nely e)Ysng NIN YW eydio yey @

S<e~"»-aD

Melalui wawancara dengan kepala bagian tata pemerintahan sekretariat
daerah Kota Dumai, yang menangani operasional dalam pemindahtanganan bukit
seludung, Pemerintah Kota Dumai telah menyerahkan seluruh aset yang ada di
Kota Dumai melalui pemindahtanganan berupa hibah terkecuali aset kawasan

w
s@jarah bukit seludung karena dinilai memiliki nilai sejarah yang tinggi.*®

(3]

@  Dalam pelaksanaannya, pemindahtanganan barang milik daerah dapat
=¥

('ﬁ_:lakukan dengan beberapa cara tergantung dengan kondisi atau kepentingannya
c

yaitu

-

o a. Penjualan dan Tukar Menukar

o Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah
-

w . : . .

= kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
=

; penjualan barang milik daerah dilakukan secara langsung melalui kantor
-

<]

=

=

f % Ade Wicaksono Sohles, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota
Dumai, Wawancara, Dumai, pada 20 Februari 2023

nery w
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lelang negara setempat, atau melalui panitia pelelangan terbatas untuk
barang milik daerah yang bersifat khusus yang dibentuk dengan keputusan
kepala daerah, dan hasil penjualan/pelelangan tersebut disetor sepenuhnya
ke Kas Daerah.

Penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara lelang
meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak. barang bergerak
antara lain kendaraan bermotor dan barang tidak bergerak berupa tanah
dan bangunan.

Dalam pelepasan hak atas tanah dan bangunan pemerintah daerah
terdapat dua cara yaitu melalui pelepasan dengan cara pembayaran ganti
rugi (dijual) dan dengan cara tukar menukar. Subjek dalam penjualan atau
tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan antara pemerintah
dengan pemerintah daerah, antara pemerintah daerah dengan swasta,
BUMN/BUMD, Koperasi, Pegawai/perorangan, atau badan hukum
lainnya. Adapun asalan-alasan dilakukannya pelepasan hak antara lain :

a. Terkena planologi (teknik perencanaan wilayah dan kota)

b. Belum dimanfaatkan secara optimal

c. Menyatukan barang atau aset yang lokasinya terpencar untuk

memudahkan koordinasi dan dalam rangka efisiensi.

d. Memenuhi kebutuhan operasional pemerintah daerah sebagai

akibat pengembangan organisasi.

e. Pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana

strategis Hankam.
b. Hibah
Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah

daerah kepada pemerintah pusat, antara pemerintah daerah ke pemerintah

daerah lain, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa
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memperoleh penggantian. Hibah dapat dilakukan untuk kepentingan
sosial dan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah. hibah untuk
kepentingan sosial dapat meliputi kepentingan keagamaan dan
kemanusiaan seperti tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, dan
sejenisnya. Sedangkan hibah untuk kepentingan penyelenggaraan
pemerintah yaitu hibah barang milik daerah antar tingkat pemerintahan
pusat kepada pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dengan
pemerintah daerah lainnya.

c. Penyertaan modal

Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan
kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang
tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan
sebagai modal/saham daerah pada BUMN/BUMD atau badan hukum
lainnya.

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah
dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan
kinerja BUMN/BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh
pemerintah dan swasta. pertimbangan penyertaan modal daerah
dilaksanakan terhadap tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan
oleh pengguna kepada kepala daerah atau terhadap tanah dan/atau
bangunan yang sejak awal direncanakan untuk penyertaan modal.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

indahtanganan aset daerah berupa kawasan sejarah Bukit Seludung dapat
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@

cﬁakukan dengan proses hibah karena sebagaimana pengertian daripada hibah
ot

agalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah
@sat, antara pemerintah daerah ke pemerintah daerah lain, atau dari pemerintah
d:gérah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. bukit Seludung
@erupakan pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah ke pemerintah
cﬁerah lain tanpa memperoleh penggantian akibat kepentingan pemerintahan
cﬂ%lam perubahan peruntukan lokasi wilayah atau perubahan tata ruang dari
%merintah Daerah Kota Dumai dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
aT(ibat dari pemekaran daerah. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang
diperoleh oleh penulis dari beberapa narasumber terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset di Badan
Pengelola Keuangan dan Aset daerah, seluruh pemindahtanganan aset Pemerintah
Kabupaten Bengkalis yang ada di Kota Dumai termasuk Bukit Seludung akan

diakukan melalui proses hibah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan

=]
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

IS

Prosedur hibah dilakukan dengan cara yaitu, pemerintah membentuk tim

JIUae

tuk melakukan penelitian berupa turun kelapangan untuk memastikan barang

rﬁi'lik daerah berupa Bukit Seludung ini memiliki status dan bukti kepemilikan,

W
gambar situasi termasuk lokasi wilayah tanah, luas, serta nilai perolehan dan

=
s@tus kepemilikan sesuai dengan yang ada dilapangan. Serta menentukan data

=1
cEIon penerima hibah yaitu Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Kemudian, hasil
dari penelitian tersebut dituangkan dalam berita acara penelitian dan disampaikan
<]

pada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menetapkan barang milik daerah yang

nery| lllgsv.)@u
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@
a:k!:an dijadikan objek hibah (Bukit Seludung). Setelah itu, pemerintah mengajukan

=

pérmohonan persetujuan hibah kepada Walikota setelah disetujui, Walikota dapat
L=

@enetapkan keputusan pelaksanaan hibah.  Setelah dilakukan keputusan
s:gianjutnya Walikota menandatangani naskah hibah dan pengelola barang

rncelakukan serah terima barang milik daerah kepada penerima hibah dan
Z

rﬁ%nuangkannya dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).>’

v

%  Pernyataan ini kembali dibenarkan oleh anggota dewan DPRD, Bapak

é;di Hartono, S. Psi. yang mengatakan bahwa jika pemindahtanganan ini
d?sepakati akan dilakukan, maka pemindahtanganan ini dilakukan melalui proses
hibah dan tidak membutuhkan penggantian berupa dana maupun barang seperti
prosedur tukar menukar atau penjualan karena Bukit Seludung berkaitan dengan

pemindahtanganan aset antar daerah perbatasan.*®

Kendala Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Perbatasan Antara
Pemerintah Kota Dumai dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Kota Dumai, khususnya didaerah Pelintung memiliki peninggalan

e[s] aje}g @

rsejarah atau cagar budaya berupa kawasan sejarah Bukit Seludung. Bukit

nén o1

udung dinilai memiliki nilai sejarah karena terdapat jejak Datuk Tangkes

~—~
SPA

arimau) yang menjadi alasan bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Dumai

ap ingin mempertahankannya menjadi aset tetap milik Kota Dumai meskipun

I

@y

=

3

tefah disahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2021 tentang

Batas Wilayah Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis. Padahal, Pemerintah Kota

" Putri Andrizayany, Kepala Bidang Pengelola Aset Daerah, Wawancara, Dumai, 21
ruari 2023.

%8 Rudi Hartono, Anggota Dewan Komisi | DPRD Kota Dumai, Wawancara, Dumai, 20
ruari 2023.

nery wigeygrredg
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@

Q-Elmai wajib untuk menyerahkan aset tersebut kepada Kabupaten Bengkalis
ot

sesuai dengan peraturan yang termaktub dalam Pasal 332 Peraturan Menteri
L=

[Zhlam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah yaitu:
-~

= (1) Tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang
wilayah atau penataan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 331 Ayat
(2) huruf a, dimaksudkan bahwa lokasi tanah dan/atau bangunan
dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan
wilayah”.

(2) Tanah dan / atau bangunan yang tidak sesuai dengan penataan kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilakukan penyesuaian yang
berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.

nely eysng N

Semua aset Kota Dumai yang terletak di wilayah administratif Kabupaten
Bengkalis memang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis
namun khusus kawasan Sejarah Bukit Seludung tidak diserahkan dan berita acara
serah terima mengenai pertahanan Bukit Seludung belum diserahkan sebagaimana
yang disampaikan oleh Asisten | Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan Berita Acara Nomor 53/NP/BPKAD-ASET/2022 tentang

ajelsg

Serah Terima Personel, Prasarana dan Dokumen Urusan Pemerintahan Dari

merintah Kota Dumai Kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, yang didapat

I8N0 dJue

nulis dari Kepala Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Dumai,

IS5aA

ng berisi bahwasanya pada tanggal 27 Desember tahun 2022, Walikota Dumai,

%,

O]

. Paisal, SKM., MARS sebagai pihak kesatu dan Kasmarni, S.Sos, M.MP.

bagai pihak kedua, para pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima

1185 J

mindahtanganan personel, sarana dan prasarana, dan dokumen milik pihak ke

e AgG e

tu kepada pihak kedua dengan mengikuti ketentuan dan syarat-syarat

agaimana yang tertuang yaitu serah terima personel, sarana, dan prasarana dan

nery ulgsrég_s”
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@

(%kumen bertujuan untuk kepentingan umum vyaitu untuk kepentingan
ot

pényelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Kabupaten Bengkalis.*®

Objek dalam pemindahtanganan antara Pemerintah Kota Dumai dengan

w eyd

Remerintah Kabupaten Bengkalis sebagaimana yang juga tertuang dalam berita

N

acara diatas adalah meliputi Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah, peralatan

N

rﬁ%sin, gedung atau bangunan, jalan serta aset tetap lainnya dengan nilai
v

perolehan Rp. 8.563.937,095,44,- (delapan miliar lima ratus enam pulih tiga juta

sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh lima koma empat puluh
=

empat rupiah). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 331 Permendagri Nomor 19
Tahun 2016, pemindahtanganan BMD yang lebih dari 5 miliar rupiah harus
mendapat persetujuan dari DPRD.

Maka, penulis menanyakan langsung kepada Ketua Komisi | DPRD Kota
Dumai mengenai persetujuan pemindahtanganan aset Kota Dumai tersebut,
Q_L'I-;uaknya mengatakan bahwa persetujuan telah diberikan kepada pengelola aset

=]
untuk dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku kecuali untuk daerah bukit

7}

s@udung karena memiliki nilai sejarah yang cukup tinggi. Namun untuk

q’eirsetujuan secara formal tidak memerlukan persetujuan DPRD dikarenakan

niésuk kepada kategori tanah/atau bangunan yang telah terjadi fungsi peruntukan
@
valayah. % Hal ini diatur dalam Pasal 331 Ayat (2) huruf (a) Peraturan Menteri

=
@Iam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
=1

o

Daerah yaitu “Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau

]

Ag U

&  Ade Wicaksono Sohles, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota
Dumai, Berita Acara Serah Terima Nomor: 53/NP/BPKAD-ASET/2022 Tentang Serah Terima
Personel, Prasarana dan Dokumen Urusan Pemerintahan Dari Pemerintah Kota Dumai Kepada
Pgﬂerintah Kabupaten Bengkalis , Dumai, pada 20 Februari 2023.

% |drus, Ketua Komisi | DPRD Kota Dumai, Wawancara, Dumai, 20 Februari 2022.

nery wis
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HO

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) tidak memerlukan

A

[grsetujuan DPRD apabila (a) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau
pDé;nataan kota.” Penjelasan mengenai Pasal ini termaktub dalam pasal 332
%_igka (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
I%doman Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu, “ Tanah dan/atau bangunan
)@ng sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

s%_bagaimana dimaksud dalam pasal 331 Ayat (2) huruf a, dimaksudkan bahwa
I;}j‘(asi tanah dan/atau bangunan dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau
fEngsi Kawasan wilayah”.

Selain itu, dalam berita acara di atas juga disebutkan bahwa penyelesaian
perselisihnan yang berkaitan dengan pelaksanaan serah terima atau
pemindahtanganan dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para
pihak. Setelah ditandatanganinya berita acara serah terima tersebut, maka semua

pgnatausahaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan aset

=]
daerah telah menjadi tanggung jawab pihak kedua yaitu Pemerintah Kabupaten

S

E'a_'-__engkalis. Kecuali khusus aset kawasan sejarah Bukit Seludung, pengelolaan dan

@ﬂeliharaannya masih dikoordinasikan ulang dikarenakan Pemerintah Kota

@'Jmai masih belum menyampaikan berita acara mengenai pertahanan aset Bukit
5

W

Sf'ludung kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten | Sekretaris Daerah

bupaten Bengkalis, pihaknya mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten

ugns jo

&

ngkalis tetap konsisten dengan kesepakatan yang pernah dibuat di Provinsi

11

u terhadap titik koordinat batas antara Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai

nery| llll_se)[g
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@
Q%da tanggal 3 Oktober 2006 lalu dan telah sah disepakati kembali pada

ol
Pﬁlrmendagri Nomor 52 Tahun 2021 tentang Batas Daerah Kota Dumai dan
Igabupaten Bengkalis yang kesimpulannya Bukit Seludung ini memang masuk
k:édalam wilayah administratif Kabupaten Bengkalis dan akan menjadi aset milik
gerah Kabupaten Bengkalis yang mana sebelumnya merupakan aset Pemerintah
Ig?)ta Dumai. Pihaknya juga mengatakan bahwa proses pemindahtanganan aset

c%erah antara Pemerintah Kota Dumai dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
sgdah diserahkan seluruhnya baik berupa sekolah, administrasi penduduk, dan
IZin-Iain dan sudah diserahkan juga masing-masing berita acara. Namun, khusus
untuk aset berupa Bukit Seludung memang Pemerintah Kota Dumai masih tetap
ingin mempertahankan dan meminta penyerahan Berita Acaranya ditunda dahulu
karena dinilai memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi Pemerintah Kota Dumai
meskipun menurut pihak Pemerintah Kabupaten Bengkalis Bukit Seludung ini

juga memiliki nilai sejarah yang tinggi untuk penduduk Bukit Batu yang ada di

-5
Kabupaten Bengkalis.

[51

Bapak Andris Wasono, selaku Asisten | Sekretaris Daerah Kabupaten

JIUE

Bengkalis juga menyampaikan bahwa pihak Kabupaten Bengkalis menyerahkan

=1

@k keputusan kepada Pemerintah Kota Dumai mengenai penyerahan
@
pemindahtanganan Bukit Seludung tersebut. Karena jika melihat dari kacamata
=
@rarki perundang-undangan, Pembentukan Kota Dumai diatur dalam Undang-

=1
Lﬁwdang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat

]

Dumai. Maka, dapat dilihat Undang-Undang ini lebih tinggi daripada

mendagri Nomor 52 Tahun 2021 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkalis

nery ulgse)lgueﬁ L
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@

c%ngan Kota Dumai sehingga Pemerintah Kota Dumai memiliki hak untuk
ot

mempertahankan aset tersebut menjadi aset daerah milik Kota Dumai namun juga
L=

tgdak mengabaikan Permendagri yang baru saja disahkan. Jika Pemerintah Kota
lﬁijmai tetap ingin mempertahankan juga tidak masalah asalkan pemeliharaannya
t&ap terkelola dengan baik. Namun, meskipun Pemerintah Kota Dumai memiliki
z

@K untuk mempertahankan aset Bukit Seludung, administrasi penduduk tetap
w

masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Bengkalis. Jika Pemerintah

pyl
Kota Dumai tidak segera mengeluarkan berita acara tentang Bukit Seludung ini,
=

Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga tidak dapat mengeluarkan surat.®

Hal ini kembali dibenarkan melalui wawancara dengan Bapak Ade
Wicaksono selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota
Dumai, pihaknya mengatakan bahwa pada 30 Desember 2022 telah dilaksanakan
koordinasi ulang mengenai pemindahtanganan ini, dan dibahas juga mengenai

aset Kawasan Sejarah Bukit Seludung ini. Pihak Kota Dumai tetap akan
=
mempertahankan aset tersebut sebagai barang milik daerah Kota Dumai karena
¥ 4]
rgemiliki sejarah yang cukup tinggi bagi Kota Dumai sekaligus sebagai tempat

v@sata khususnya jejak tapak harimau. Maka, seluruh aset telah dilakukan
p};'mindahtanganan sedangkan khusus untuk Bukit Seludung tetap akan
@

g&pertahankan dan masih akan tetap tercatat dalam aset pada Dinas Kebudayaan,

=
P:g‘rawisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai, dan mengenai pemeliharaannya

=
-

=

=)

N

e

=]

=

=

f 1 Andris Wasono, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis,
Wawancara, Bengkalis, 15 Februari 2023.
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@

a:k!:an dikoordinasikan ulang apakah seluruhnya dilakukan pemeliharaan oleh Kota
ot

Dumai atau pembagian tugas pemeliharaan dengan Kabupaten Bengkalis.®?

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Bidang Aset pada BPKAD

&iw eyd

ta Dumai, Pemindahtanganan barang milik daerah oleh perbatasan

o

merintahan Kota Dumai kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis berupa Bukit
ludung belum terlaksanakan dikarenakan beberapa faktor:®
1. Kota Dumai masih belum ingin menyerahkan aset sejarah berupa

kawasan sejarah bukit Seludung karena beranggapan bahwa Bukit

nely eysr® N&sh

Seludung memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi kota Dumai
khususnya di daerah pelintung sehingga dinilai dapat menghilangkan
nilai sejarah daerah Pelintung Kota Dumai.

2. Bukit Seludung dapat dijadikan sebagai lokasi wisata bersejarah
dengan pengunjung yang lebih banyak dari Kota Dumai karena
penduduk Kota Dumai lebih mudah menempuh lokasi Bukit Seludung
dengan jalur darat sedangkan penduduk Kabupaten Bengkalis
sebagian besar memerlukan penyebrangan dengan transportasi laut
untuk sampai pada lokasi wisata kawasan sejarah bukit Seludung,
sehingga anggaran lebih mudah didapatkan guna pengelolaan wilayah
Bukit Seludung.

3. Aset kawasan sejarah Bukit Seludung seluas empat hektar telah dibeli

oleh masyarakat Kota Dumai karena sejarah yang dinilai penting

%2 Ade Wicaksono Sohles, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota
ai, Wawancara, Dumai, pada 20 Februari 2023

% putri Andrizayany, Kepala Bidang Pengelola Aset Daerah, Wawancara, Dumai, 21
ruari 2023.

51194{5 uej[ng jo AJISIdAIUN JTWE[S] 3}e}§
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sehingga ketika peralihan aset, Pemerintah Kota Dumai sulit untuk
melanjutkan pemindahtanganan karena berkaitan dengan hak
masyarakat.

4. Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam
pengelolaan barang milik daerah dalam pengalihan aset sehingga
menyebabkan penyerahan berita acara pemindahtanganan kawasan
sejarah bukit Seludung belum selesai. koordinasi ini meliputi

koordinasi internal pada pemerintahan Kabupaten/Kota dan koordinasi

nely e)Ysng NIN YW eydio yey @

antara Pemerintah Kota Dumai dengan Pemerintah Kabupaten
Bengkalis.

5. Belum adanya dukungan sistem Database Barang Milik Daerah yang
terintegrasi yang dikelola oleh biro keuangan dengan data aset yang
dikelola oleh biro perlengkapan. dari segi administrasi banyak aset
yang dicatat oleh pemerintah daerah tidak didukung dengan dokumen
penting yang memiliki aspek legalitas sehingga pencatatan mengenai
aset daerah belum terlaksana secara optimal.

6. Tidak adanya sanksi bagi Pemerintah Kota Dumai apabila tidak

menyerahkan aset bukit seludung padahal dalam Permendari Nomor

AJISIaATU) DTWER[S] 3je}§

19 Tahun 2016 telah diatur untuk dipindahtangankan.

-

Berdasarkan penjelasan diatas, perlu dilakukan upaya hukum. Upaya

a[ns jo

kum yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai dalam menangani

&S u

ndala dalam proses pemindahtanganan tersebut adalah  dengan

1LIE

ngimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Pasal 407

nery wisey3
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Fg[grmendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,

=

sebagai berikut :

nely exsns NIiN y!iw ejd

1. Hendaknya masing-masing pemerintah membuat forum koordinasi

internal sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pengalihan aset
atau pemindahtanganan dengan mempertemukan pihak-pihak terkait.
Melakukan koordinasi lebih lanjut baik secara lisan maupun tulisan
kepada pemerintahan Kota Dumai yang belum melakukan
pemindahtanganan aset daerah kepada Kabupaten Bengkalis serta
melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Diperlukan tindak musyawarah terkait pengelolaan barang milik
daerah baik dari antar pemerintah maupun antara pemerintah dengan
masyarakat yang memiliki kepentingan sehingga, ketika terjadi
konflik atau permasalahan pada masyarakat atau antar daerah,
pengurus atau pengelola barang milik daerah dapat secara cepat dalam
menyelesaikan permasalahan yang terjadi.®*

Hendaknya ditegaskan kembali mengenai pemindahtanganan aset
kepada daerah-daerah yang berbatasan agar tidak terjadi perselisihan
dan ketimpangan dalam kepemilikan aset sehingga kepastian hukum
benar-benar terjalankan.

hendaknya dilakukan pencatatan aset secara rinci melalui database
yang meliputi data aset yang telah diserahkan dan belum diserahkan

serta hendaknya Pemerintah Kota Dumai segera menyerahkan berita

nery wisedy jieAg uejng jo AJISIaATU JTWER[S] 3)0}S

% Agus Purwanto, Anggota Dewan Komisi | DPRD Kota Dumai, Wawancara, Dumai, 22
ruari 2023.
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@

ﬂI} acara kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis agar pemeliharaan
o

2 Bukit Seludung dapat segera di koordinasikan mengingat dengan
L=

= belum diberikannya kepastian, maka pemeliharaan pun semakin lama
3

= terbengkalai.®®

-~

=

<  Apabila pemeliharaan Bukit Seludung terbengkalai hal ini dapat
w

nﬁenyebabkan rusaknya nilai sejarah dari lokasi bersejarah tersebut. Maka dari
_

o

itd, dibutuhkan kejelasan dari Pemerintah Kota Dumai dalam penyerahan aset

gukit Seludung tersebut melalui rapat koordinasi agar pemeliharaan dan
pengelolaan dapat segera dilakukan. Selain itu, masyarakat setempat juga
menginginkan kepastian agar tapal batas segera dapat ditetapkan. Mengingat,
terdapat perbedaan kepentingan dari masing-masing daerah dimana masyarakat
Kabupaten Bengkalis beranggapan bahwa Bukit Seludung memiliki sejarah
terhadap wilayah Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, sedangkan masyarakat Kota

an
@mai beranggapan bahwa Bukit Seludung memiliki nilai sejarah yang tinggi

=

terhadap wilayah Pelintung Kecamatan Medang Kampai.®®

Ag uejIng jo AjIsidArupn) drwe

% Edison, Anggota Dewan Komisi | DPRD Kota Dumai, Wawancara, Dumai, 22 Februari
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% Salman, Anggota Dewan Komisi | DPRD Kota Dumai, Wawancara, Dumai, 20 Februari



